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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-
Nya buku berjudul Network Governance: Strategi Kolaboratif dalam
Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dapat terselesaikan. Buku ini
membahas relevansi network governance dalam pengentasan
kemiskinan pedesaan dengan menyoroti perbandingan tata kelola
konvensional dan kolaboratif, analisis kompleksitas kemiskinan, serta
peran modal sosial. Uraian kemudian mengidentifikasi aktor-aktor
kunci, strategi kolaboratif, dan kontribusi dinas terkait dalam
memperkuat kapasitas desa. Selanjutnya ditawarkan desain model
network governance yang aplikatif, dilengkapi analisis hambatan
struktural, sosial, maupun teknologis serta strategi adaptif untuk
mengatasinya. Pada akhirnya, buku ini merefleksikan masa depan
pembangunan pedesaan yang lebih inklusif melalui digitalisasi, inovasi
sosial, dan rekomendasi kebijakan praktis.

Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun,
diharapkan dapat memberi kontribusi nyata, baik sebagai referensi
akademis maupun sebagai panduan praktis bagi para pengambil
kebijakan, akademisi, maupun pelaku pembangunan di pedesaan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses
penyusunan buku ini.

Ucapan terimakasih teruntuk kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian penyusunan buku ini dan akhirnya
untuk perbaikan kualitas buku kedepannya maka sangat dinantikan
saran dan kritik yang membangun.

September, 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan pedesaan masih menjadi tantangan signifikan dalam
pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang, termasuk
Indonesia. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah
diluncurkan, tingkat efektivitasnya seringkali terbatas oleh pendekatan yang
terlalu terpusat dan tidak adaptif terhadap kompleksitas lokal (World Bank,
2020). Dalam konteks ini, pendekatan network governance atau tata kelola
jaringan menjadi semakin relevan sebagai strategi alternatif yang lebih
responsif dan kolaboratif.

Network governance merujuk pada mekanisme koordinasi antar aktor
yang tersebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk
organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan
ini menekankan kolaborasi horizontal, alih-alih hierarki birokratis, dalam
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2016).
Dalam konteks pengentasan kemiskinan pedesaan, governance berbasis
jaringan memungkinkan sinergi antar aktor untuk menghasilkan solusi yang
lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dalam tata kelola
pembangunan, dari pendekatan top-down ke arah yang lebih inklusif dan
partisipatif. Misalnya, Program Desa Mandiri dan Dana Desa membuka
peluang bagi pemerintah desa dan komunitas lokal untuk terlibat aktif dalam

perencanaan dan pengambilan keputusan (Bappenas, 2021). Namun,



BAB 2
TATA KELOLA KONVENSIONAL
VS NETWORK GOVERNANCE

A. EVOLUSI KONSEP GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN

Perkembangan konsep governance dalam studi pembangunan
merupakan hasil dari dinamika teori dan praktik pemerintahan yang terus
berubah seiring waktu. Governance, yang secara umum merujuk pada proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaannya oleh berbagai aktor, mengalami
pergeseran makna yang signifikan, terutama sejak era pasca-Perang Dingin.
Dalam konteks pembangunan, istilah ini telah berevolusi dari pendekatan
birokratis yang hierarkis menuju model yang lebih terbuka, inklusif, dan
berbasis jaringan.

Pada masa awal pembangunan pascakolonial, negara diposisikan sebagai
aktor utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
sosial. Pendekatan ini dikenal dengan istilah state-centric development atau
developmentalisme, yang menekankan peran negara sebagai perencana dan
pelaksana tunggal kebijakan pembangunan (Leftwich, 2015). Dalam periode
ini, konsep governance belum mendapat perhatian khusus karena fokus
utama masih pada kapasitas institusi negara dan kontrol terhadap proses
pembangunan.

Namun, mulai dekade 1980-an hingga awal 1990-an, krisis fiskal,
kegagalan negara dalam menyediakan pelayanan publik, serta tekanan dari

lembaga donor internasional memunculkan kritik terhadap efektivitas tata



BAB 3
KEMISKINAN PEDESAAN
DAN KOMPLEKSITAS STRUKTURAL

A. DEFINISI DAN DIMENSI KEMISKINAN DI KAWASAN PEDESAAN

Kemiskinan pedesaan perlu dipahami sebagai kondisi yang melampaui
indikator pendapatan rendah. Pendekatan multidimensionalrisis sangat
relevan karena mencerminkan realita kompleks yang dialami masyarakat di
luar  perkotaan. Dalam pengukuran industri  terkini, termasuk
Multidimensional Poverty Index (MPIl) dari UNDP dan Alkire-Foster,
kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan,
kesehatan, dan kualitas hidup (The Prakarsa, Journal of Universitas
Airlangga+2The Prakarsa+2The Prakarsa+2 Di pedesaan Indonesia, IKM
(Indeks Kemiskinan Multidimensi) menunjukkan bahwa hampir semua
dimensi ini secara simultan menjadi kendala bagi banyak rumah tangga,
terutama deprivasi terhadap air bersih, sanitasi layak, dan perumahan (The
Prakarsa, 2023)

Berdasarkan pendekatan FAO untuk kawasan pedesaan, struktur IKM
dikembangkan dengan memperluas tiga dimensi inti (kesehatan, pendidikan,
standar hidup) menjadi lima dimensi spesifik pedesaan yaitu ketahanan
pangan & gizi, penghidupan & sumber daya, serta risiko. Setiap dimensi
tersebut menambahkan 18 indikator yang mencerminkan realitas kerentanan
masyarakat desa terhadap krisis iklim, keterbatasan akses kredit, dan sumber

daya pertanian yang terbatas (FAO, 2023)Open Kn


https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f269dd41-7b29-4b8d-80bc-c510e5fc7126/content/chapters-2023/chapter-1.html?utm_source=chatgpt.com

BAB 4
AKTOR DAN DINAMIKA JARINGAN
DALAM TATA KELOLA PEDESAAN

A. IDENTIFIKASI AKTOR KUNCI: PEMERINTAH, LSM, KOMUNITAS,

DAN SWASTA

Dalam pendekatan network governance, pengentasan kemiskinan
pedesaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah,
melainkan sebagai hasil kolaborasi dari berbagai aktor dengan peran dan
kapasitas yang saling melengkapi. Aktor-aktor kunci dalam jaringan tata
kelola ini terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), LSM, komunitas lokal,
dan sektor swasta. Masing-masing membawa agenda, sumber daya, serta
mekanisme kerja yang dapat berkontribusi pada penciptaan solusi yang lebih
adaptif dan berkelanjutan untuk konteks lokal.

Pemerintah tetap memegang peran penting sebagai pengarah kebijakan
dan penyedia sumber daya. Fungsi regulatif dan distribusi fiskal yang dimiliki
negara menjadikannya sebagai aktor pengikat dalam jaringan kolaboratif.
Namun, peran ini tidak cukup jika tidak disertai dengan kemauan untuk
membuka ruang partisipasi dan mendukung inisiatif lokal. Dalam banyak
kasus, kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan
partisipatif menjadi penentu keberhasilan implementasi strategi pengentasan

kemiskinan (Koppenjan & Klijn, 2016).



BAB 5
STRATEGI KOLABORATIF UNTUK
PENGENTASAN KEMISKINAN PEDESAAN

A. PRINSIP-PRINSIP KOLABORASI ANTAR AKTOR

Kolaborasi antar aktor merupakan fondasi utama dalam pendekatan
network governance, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan
pedesaan yang kompleks dan multidimensi. Keberhasilan kolaborasi ini
sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar yang membentuk hubungan
saling percaya, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif di
antara para pihak yang terlibat. Dalam kerangka network governance,
kolaborasi bukan hanya soal kerja sama teknis, tetapi tentang pembangunan
sistem interdependensi yang produktif dan berkelanjutan (Ansell & Gash,
2008).

Salah satu prinsip paling krusial dalam kolaborasi adalah kepercayaan
(trust). Tanpa kepercayaan, kolaborasi hanya menjadi relasi formal yang
rentan terhadap konflik dan fragmentasi. Trust dibangun melalui sejarah
interaksi yang konsisten, keterbukaan informasi, dan keberhasilan kecil yang
dapat dirayakan bersama. Dalam konteks pedesaan, di mana masyarakat
memiliki struktur sosial yang lebih erat, kepercayaan memainkan peran ganda
sebagai pengikat sosial dan penjamin keberlangsungan program (Emerson &

Nabatchi, 2015).



BAB 6
PERAN DINAS SOSIAL
DAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DMD)

A. MANDAT DAN FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran
sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,
termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan pedesaan. Mandat
institusional Dinas Sosial didasarkan pada regulasi nasional seperti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan
pelaksanaannya di tingkat daerah. Dalam konteks governance kolaboratif,
Dinas Sosial menjadi simpul penting yang menjembatani antara kebijakan
pusat dan kebutuhan masyarakat lokal melalui program-program sosial yang
terintegrasi.

Fungsi strategis Dinas Sosial meliputi penyelenggaraan pelayanan dan
rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, penanganan fakir miskin,
pemberdayaan komunitas rentan, hingga fasilitasi program pemberdayaan
sosial berbasis keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pedesaan, fungsi-
fungsi ini sangat relevan karena karakteristik kemiskinan cenderung
multidimensi dan memerlukan pendekatan yang holistik (Sumarto & Bazzi,

2014). Dinas Sosial memiliki mandat untuk memastikan keberlanjutan



BAB 7
DESAIN MODEL NETWORK GOVERNANCE
UNTUK PEMBERDAYAAN PEDESAAN

A. KERANGKA KONSEPTUAL MODEL TATA KELOLA JARINGAN

Model tata kelola jaringan (network governance) dalam konteks
pemberdayaan pedesaan merupakan pendekatan yang menekankan
pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mencapai tujuan
bersama. Kerangka konseptual ini dibangun atas dasar bahwa kompleksitas
masalah kemiskinan di pedesaan tidak dapat dipecahkan secara linier oleh
satu aktor atau institusi, tetapi membutuhkan interaksi yang bersifat
horizontal, fleksibel, dan adaptif antara pemerintah, komunitas, sektor
swasta, dan lembaga nonpemerintah (Ansell & Gash, 2008).

Secara umum, kerangka konseptual network governance terdiri dari tiga
pilar utama, yaitu aktor, mekanisme koordinasi, dan tujuan kolektif. Pilar
pertama, aktor, mencakup semua pihak yang memiliki peran strategis dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Di
pedesaan Indonesia, aktor ini meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD), Dinas Sosial, kepala desa, BUMDes, LSM lokal, tokoh
masyarakat, serta kelompok swadaya masyarakat. Relasi di antara aktor-aktor
ini bersifat interdependen dan menuntut keterbukaan informasi, kepercayaan,

serta distribusi tanggung jawab yang merata (Emerson & Nabatchi, 2015).



BAB 8
HAMBATAN DAN
TANTANGAN IMPLEMENTASI

A. DINAMIKA KEKUASAAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Dalam implementasi strategi network governance untuk pengentasan
kemiskinan pedesaan, dinamika kekuasaan dan konflik kepentingan menjadi
salah satu tantangan paling krusial yang memengaruhi keberhasilan
kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dalam jaringan tata kelola yang
melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta
komunitas lokal, relasi kekuasaan yang timpang dapat menimbulkan dominasi
oleh aktor-aktor tertentu dan meminggirkan aktor lainnya, terutama
kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

Kekuasaan dalam jaringan governance tidak hanya bersifat formal atau
struktural, tetapi juga dapat bersumber dari pengetahuan, akses informasi,
kontrol terhadap sumber daya, dan kedekatan dengan pengambil kebijakan
(Agranoff, 2018). Dalam konteks pedesaan Indonesia, termasuk di Kabupaten
Gowa, terdapat kecenderungan bahwa aktor-aktor dari lembaga pemerintah
daerah lebih memiliki kontrol terhadap agenda program dan alokasi sumber
daya dibandingkan komunitas lokal. Ketidakseimbangan ini menciptakan
kesenjangan representasi dalam proses pengambilan keputusan, yang
berujung pada lemahnya rasa kepemilikan dan rendahnya partisipasi

masyarakat.



BAB 9
MASA DEPAN NETWORK GOVERNANCE
DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. TRANSFORMASI MENUJU TATA KELOLA KOLABORATIF YANG

INKLUSIF

Transformasi tata kelola pembangunan pedesaan menuju model yang
kolaboratif dan inklusif mencerminkan perubahan paradigma dari
pendekatan yang bersifat hierarkis dan birokratis ke arah pendekatan
jaringan (network governance). Dalam konteks ini, kolaborasi antarpemangku
kepentingan menjadi elemen sentral dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembangunan. Model tata kelola jaringan tidak hanya
menekankan keterlibatan pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat,
sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga informal sebagai
aktor penting dalam pengambilan keputusan. Transformasi ini muncul
sebagai respons terhadap kompleksitas masalah pedesaan yang tidak dapat
diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah.

Perubahan menuju tata kelola kolaboratif ditandai oleh meningkatnya
kesadaran terhadap pentingnya inklusivitas dalam proses pembangunan.
Inklusivitas di sini tidak hanya berarti keterlibatan masyarakat secara umum,
tetapi juga menjamin partisipasi kelompok rentan, seperti perempuan,
pemuda, dan kelompok minoritas lokal. Pendekatan ini sejalan dengan
prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas,

partisipasi, dan keadilan sosial. Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative
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Network Governance: Strategi Kolaboratif dalam
Pengentasan Kemiskinan Pedesaan menyajikan pendekatan
inovatif dalam tata kelola pembangunan pedesaan berbasis
kolaborasi antarlembaga. Buku ini mengeksplorasi bagaimana
relasi antar-aktor seperti pemerintah, komunitas lokal,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor swasta
membentuk jaringan strategis dalam upaya pemberdayaan
masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan
menggabungkan teori tata kelola jaringan, studi lapangan di
Kabupaten Gowa, dan praktik baik di berbagai wilayah
Indonesia, buku ini menghadirkan panduan konseptual
sekaligus praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, pelaku
pembangunan desa serta berbagai pihak pemerhati dalam
pengentasan kemiskinan.

Disusun secara sistematis dengan referensi ilmiah terkini,
buku ini mendorong pembaca memahami tantangan
struktural, hambatan sosial budaya, hingga pentingnya inovasi
kelembagaan di tingkat lokal. Visualisasi model dan
mekanisme koordinasi disediakan untuk membantu
implementasi langsung di lapangan. Akhirnya, buku ini
menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan pedesaan tidak
bisa lagi ditangani secara sektoral atau parsial. Melalui
network governance, diharapkan lahir strategi kolaboratif
yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab
kompleksitas persoalan kemiskinan di Indonesia.
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